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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ANAK YANG BERKONFLIK 

DENGAN HUKUM 

A. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum  
 

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau 

perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan 

dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak 

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di 

Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang 

berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum 

dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum 

didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah 

melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan 

atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum (Mohammad 

Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta, 2006, Hal. 

130). 

Suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat 

mendapatkan sanksi atau pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan 

perundang- undangan. Namun, terdapat pengecualian yang dapat menyebabkan 

hilangnya suatu pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah karena usia yang 

dianggap belum cukup atau masih anak-anak. Anak menurut UU SPPA adalah anak 
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yang berkonflik, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi kepada anak 

dipengaruhi oleh usia pada saat anak melakukan tindak pidana (tempus delicti). 

Ketentuan Pasal 21 UU SPPA, anak yang melakukan kejahatan sebelum berusia 12 

tahun dapat dibebaskan dari segala macam bentuk tuduhan tindak pidana. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan 

ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi anak berdasarkan peraturan perundang- 

undangan dan ratio legis pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam 

Pasal 21 ayat (1) UU SPPA (Satya Prema et al., 2020). 

1. Batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum 

Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Negara 

Indonesia tidak selalu sama. Perbedaan tersebut berdasarkan pada perspektif dan 

tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Politik Hukumnya). Sebelum 

diberlakukannya UU Pengadilan Anak, pengaturan ancaman sanksi pidana bagi 

anak yang melakukan tindak pidana secara khusus diatur dalam tiga pasal yaitu 

Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Keberlakuan UU Pengadilan Anak telah memberikan 

ruang bagi pengaturan proses peradilan bagi anak yang secara khusus diatur dalam 

suatu aturan hukum. Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak ditegaskan bahwa anak 

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 18 tahun dan 

belum pernah kawin. Anak nakal yang telah berumur 16 tahun dan sudah kawin 

sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak, yang secara tidak langsung 

berarti pertanggung jawaban pidana seperti orang dewasa. Ketentuan pasal tersebut 



27 
 

 

sudah jelas bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah 

antara 8-18 tahun, namun setelah berlakuya Undang-Undang Sistem Pradilan 

Pidana Anak yang baru menjadi yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi 

belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Hadisuprapto, 

2008, p. 12). 

Seseorang yang memenuhi unsur melawan hukum akan diminta 

pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah diperbuat. KUHP mengatur 

tentang pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang 

yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apabila: (a) tidak mampu 

bertanggung jawab, (b) belum mencapai mencapai usia 16 tahun, (c) adanya 

paksaan, (d) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, (e) perintah undang-

undang, dan (f) melaksanakan perintah jabatan (maidin, 2009, p. 34). 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ 

adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undangundang telah 

sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih 

belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, 

karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. 

Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga 

melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap 

berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di 
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persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak 

pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan 

diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui 

batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (Satya Prema et al., 2020). 

B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana Anak 

 Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat 

dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala 

terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban 

pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan 

secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi 

pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, 

sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini 

mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana 

jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan 

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut 

masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana 

pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh 

karena perbuatannya tersebut (Pangemanan, 2015, p. 103). 

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah 

seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 

yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau 

dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu 
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bersifat melawan hokum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Adanya 

perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam 

pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak 

mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, 

dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem 

hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas 

usia pertanggung jawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan 

mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak (maidin, 

2009). 

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di 

bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur 

menurut RUU SPPA, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan 

pembunuhan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat 

pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni Pasal 

338, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh UU Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal 

pembunuhan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur 

yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat 

(6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak 
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pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana 

yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun  

(Pangemanan, 2015, p. 104–105). 

Penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut 

UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-

14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan 

diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta 

pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang 

tua atau walinya. Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa seorang penyidik, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan 

untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya 

dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi 

pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling 

lama enam bulan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak menetapkan batas usia usia yang dapat diminta pertanggungajwaban pidana 

adalah usia antara 12-18 tahun. Rasio legis pembentukan Undang-Undang dalam 

menetapkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA adalah bahwa anak yang masih belum 

berusia 12 tahun dianggap tidak mampu untuk bertanggungjawab secara pidana 

yang didasarkan pada: (a) pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, (b) 

anak yang belum berusia 12 tahun dan dalam rentang usia 12-18 tahun masih 

memerlukan pembinaan orang tuanya, (c) usia yang cukup untuk anak dapat 
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mengerti terhadap konsekuensi tindak pidana yang dilakukan, dan (d) rentang usia 

12-18 tahun belum memiliki kedewasaan emosional, mental dan intelektual (barda, 

2002). 

C. Sistem Pradilan Pidana Anak 

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UndangUndang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-

Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan 

karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, 

anak saksi, dan anak korban. Dalam UndangUndang Perlindungan Anak hanya 

melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang 

diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa (maidin, 2009). 

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana 

dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan 

kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisisan, penuntutan 

di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi 

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA Istilah sistem peradilan pidana 

anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu 

istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam 

pengadilan, yang meliputi 51 polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, 
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lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas 

pembinaan anak. 

 Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk 

terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana 

sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu 

aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain 

itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA 

ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya 

ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya (wahyudi, 2011, 

p. 35). 

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, 

karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai 

sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. pelindungan; b. keadilan; c. 

nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak e. penghargaan terhadap 

pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan 

dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan 

pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan Keadilan 

Resotarif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk 

menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan 
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terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di 

Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the 

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 

tanggal 29 November 1985, mengatur:  

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan 
kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak 
mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan 
dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkankepada masyarakan 
dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya” 

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan 

individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi 

pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam 

sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak 

relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan 

pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga 

perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan 

pengayoman, bimbingan dan pendidikan. Tujuan penting dalam peradilan anak 

adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar 

menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak hanya 

didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada 

pertimbangan keadaan-keaaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, 

kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi 

yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya) (nurindra, 2014, p. 4). 



34 
 

 

D. Perlindungan Hukum Anak Yang berkonflik dengan Hukum 

Adapun pertanggungjawaban perlindungan anak dalam bentuk perhatian, 

pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata 

perlindungan anak maka dapat dijadiakan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya 

perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua 

sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh 

kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak 

manusiawi terhadap anak, baik diluar maupun di tengah-tengah keluarganya 

sendiri, maka negara daalm hal ini pemerintah berkewajiban untuk memeberikan 

perlindungan hukum terhadap anak. 

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat 

yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat 

yuridis meliputi perlindungan dalam : a. Bidang hukum public, b. Bidang hukum 

keperdataan. Serta Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi : a. Bidang 

sosial b. Bidang kesehatan c. Bidang pendidikan. Perlindungan anak yang bersifat 

yuridis, meyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi 

kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan 

anak (L. Yudaningsih, 2005, p. 67). 

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat mejamin 

terpenuhinnya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan 

kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai 

dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga 

perlinungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak 
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melanggar norma agama sebagai norma-norma yang harus dijunjung tinggi 

kemurnian ajarannya. Perlindungan anak diusahakan setiap orang baik orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2014 

menentukan bahwa negara,pemerintah,masyarakat, keluarga dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 

(Simatupang, 2018, p. 52). 

Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya 

perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan 

kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang dilindungi dan kebahagiaan yang 

melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak 

dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai 

pengaruh positif terhadap orng tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak 

dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak 

secara keseluruhan. Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik 

orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara selaku membuat regulasi 

(regulator body), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body), dan 

pengemban kewajiban negara (state obligation).Hal ini di pertegas pula dengan 

berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan 

betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara 
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wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problema hukum 

pada masa mendatang (Sartini et al., 2021, p. 34). 

E. Tinjauan Umum Diversi  

1. Pengertian Diversi  

Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk 

menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan 

perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku 

sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Marlina, 

2009, p. 22) 

Dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan 

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 

peradilan pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa 

tujuan dari diversi yaitu:  a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. 

menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  c. menghindarkan Anak 

dari perampasan kemerdekaan;  d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 

dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.  

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan 

restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu 

permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama 

dengan melibatkan pelaku, korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang 

terkait untuk menemukan penyelsaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah 

pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-
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Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib 

diupayakan Diversi. 

Diversi dalam Berdasarkan United Nations Standart Minimum Rules for 

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), adalah pemberian 

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan 

kebijaksanaan dalan menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak 

dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak 

meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau 

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan 

pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua 

tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif 

keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut (wahyudi, 2011, p. 11). 

Prinsip-prinsip ide diversi menurut United Nation Standard Minimum Rules 

For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Rule 11 sebagai 

berikut: 

a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu 

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi 

kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia 

muda tanpa menggunakan pengadilan formal;  

b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada penegak 

hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani 



38 
 

 

kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang 

ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan 

juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing 

Rules ini;  

c. Pelaksanaan ide diversi harus berdasarkan persetujuan anak, atau 

orangtua, atau walinya namun demikian keputusan untuk pelaksanaan 

ide diversi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas 

permohonan ide diversi tersebut;  

d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, 

sehubungan dengan adanya program diversi seperti : pengawasan; 

bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban  

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: 

diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal (wahyudi, 

2011). 

a. Peringatan 

Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk 

pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta 

maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip 

dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekan.  

b. Diversi Informal  

Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan 

kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan 

kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak 
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korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi 

informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal 

harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus 

dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana 

diversi informal ini anak akan bertangung jawab, mengakui kebutuhan-

kebtuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung 

jawab atas kejadian tersebut. 

c. Diversi Formal  

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak 

memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu 

mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau 

mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga 

anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk 

mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang 

terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku 

bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “Restorative Justice”. 

Sebutan-sebutan lain Restorative Justice misalnya Musyawarah Kelompok 

Keluarga(Family Group Conference); Musyawarah Keadilan Restoratif 

(Restorative Justice Conference); Musyawarah Masyarakat (Community 

Conferencing). 

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA, proses diversi sendiri juga wajib 

memperhatikan:  
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a. Kepentingan korban;  

b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;  

c. Penghindaran stigma negatif;  

d. Penghindaran pembalasan;  

e. Keharmonisan masyarakat; dan  

f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga 

Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) 

Undang-Undang SPPA, kecuali untuk:  

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;  

b. Tindak pidana ringan;  

c. Tindak pidana tanpa korban; atau  

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 

setempat.  

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk 

kesepakatn diversi. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:  

(Taufik, 2013, p. 71) 

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerudian;  

b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;  

c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau 

LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau  

d. Pelayanan masyarakat.  
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Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang SPPA apabila proses diversi tidak 

menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana 

anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. 

2. Pihak-Pihak Dalam Proses Pelaksanaan Diversi  

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi 

pelaksana diversi, dalam 3 tingkatan pelaksanaan diversi dalam hukum acara 

peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

persidangan. Dalam tiap tahapan tersebut memiliki pihak yang berwenang 

melaksanakan diversi yaitu:  

a. Penyidik  

Proses paling awal dari diversi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh 

penyidik, dalam kasus anak ini yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari 

unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-

Undang SPPA “Penyidik adalah penyidik anak”. Agar dapat melaksanakan fungsi-

fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus 

menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak 

akan dididik dan dilatih secara khusus 

Sebelum melaksanakan diversi seorang penyidik anak harus mendaptakan 

rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui 

hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan 

hukum tersebut berhak untuk diversi. Setelah surat rekomendasi tdari bapas sampai 
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ke penyidik barulah diversi dilaksanakan dengan melibatkan para pihak di kantor 

penyidik unit perempuan dan anak (prokoso, p. 119). 

Sebelum melaksanakan diversi seorang penyidik anak harus mendaptakan 

rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui 

hasil penelitian masyarakat (litmas) dari bapas apakah anak yang berhadapan 

hukum tersebut berhak untuk diversi. Setelah surat rekomendasi tdari bapas sampai 

ke penyidik barulah diversi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak 

di kantor penyidik unit perempuan dan anak.  

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidik disini menyediakan 

tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversi. Setelah para 

pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk 

mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini sangat 

penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga 

penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversi mencapai kesepakatan 

b. Penuntut Umum  

Pada BAB I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa 

dan Penuntut Umum:  

a. “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.  
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b. “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”. Jadi, dalam 

hal diversi yang melakukan adalah seorang penuntut umum. 

Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang 

apabila pada tahap penyidikan diversi tidak mencapai kesepakatan, maka diversi 

berlanjut ke kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “penuntut umum adalah 

penuntut umum anak”. Undang-Undang SPPA masih terhitung baru maka belum 

banyak penuntut umum anak, jadi ketika ada kasus anak penuntut umum yang 

berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah ber SK atau 

mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan. 

Sama dengan Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas 

seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan 

musyawarah diversi di kejaksaan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas 

yang dilakukan oleh bapas karena berkas perkara diversi yang dari penyidik akan 

dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses diversi tahap penuntutan.  

Yang menjadi kendala para jaksa yaitu sulitnya mencapai kesepakatan para 

pihak. Biasanya dari pihak korban tidak setuju dengan yang kesepakatan yang 

diajukan oleh pelaku, maka diversi tidak akan mencapai kesepakatan. Apabila 

diversi berhasil mencapai kesepakatan proses penanganan perkara secara otomatis 

berhenti dan jaksa mengirimkan kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri dan 

menunggu Penetapan diversi dari Pengadilan. 
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c. Hakim  

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili 

(Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hakim merupakan pihak 

selanjutnya yang menjadi fasilitator diversi pada tahap akhir yaitu tahap 

pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “hakim adalah hakim anak. 

Jadi hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak . Hakim anak bertugas 

juga sebagai fasilitator yang mengumpulkan para pihak untuk membicarakan 

kesepakatan diversi, karena ini adalah tahap akhir. 

d. Balai Pemasyarakatan  

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau Pembimbing kemasyarakatan dalam UU 

SPPA adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian 

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak 

di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  

Balai pemasyarakatan merupakan bagian terpenting pada proses diversi, karena 

bapas yang melakukan penelitian masyarakat untuk anak yang berhadapan dengan 

hukum, yang selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disebut dengan litmas yang 

menjadi dasar untuk bapas membuat surat rekomendasi diversi dan memberikan 

rekomendasi tersebut kepada penyidik yang akan menjadi pertimbangan 

dilaksanakannya diversi.  
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Bapas juga bertugas dan wajib untuk mendampingi pelaku selama proses 

diversi. Bapas juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah diversi 

tersebut mencapai kesepakatan dan bertugas untuk membimbing pelaku selama 

beberapa bulan. 

e. Pekerja Sosial  

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial 

serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, 

pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  Tugas dari pekerja 

sosial atau peksos adalah sebagai pendamping dari korban selama proses 

berjalannya diversi. Selain menjadi pendamping korban Pekerja sosial ini juga 

bertugas sebagai pendamping anak yang dititipkan ke dinas sosial untuk 

mendapatkan keterampilan kerja. 

f. Tenaga kesejahteraan sosial  

Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan 

tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, 

baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya 

di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 ayat (1) 5 UU No. 11 Tahun 2012) 
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g. Keluarga  

Orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain 

yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) UU No. 11 Tahun 2012)  

h. Pendamping  

Orang dipercaya oleh anak untuk mendampinginnya selama proses 

peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat(8) UU No. 11 Tahun 2012)  

i. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya  

Orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, 

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Pasal 1 angka 19 UU No. 11 Tahun 2012) 

j. Klien anak  

Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No. 11 Tahun 

2012) 

 

 

 

 

 


